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Menimbang : bahwa untuk menjamin terwujudnya administrasi

kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian

hukum terhadap luas dan batas wilayah suatu rlesa

yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di

Kabupaten lilatuna, Pemerintah Kabupaten Natuna

secara bertahap telah melaksanakan Kegiatan

Penghitungan eian Penetapan Luas Batas Wilayah;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan |<egtatan
Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2018 di Kecamatan Pulau Tiga terdapat perbedaan Lua$

dan Batas Wilayah Desa Tanjung Kumbik Utara

Kecamatan F.rlau Tiga dengan yang ditetapkan pada

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2AOT tentang

Pembentukan Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan

hrlau Tiga;

a.

b.
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c. bahwa 'perdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Feraturan Daerah ieniang Ferubahan Atas Feraturan

Daerah Nomor 1O Tahun 2OOZ tentang Pembentukan

Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Fuiau Tiga.

:,Menglngaf :-L

.2.

Pasai i8 ayat (6i Undang-Undang Dasar hiegara Repu'niik
Indonesia Tahun 1945;

Unciang-Unciang iriomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huiu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi cian Kota Baia-m (i,embaran iriegara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran i'{egara Republik incionesia iriomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Unciang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun i-q-q-q tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hiiir, Kabupaien Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2008

Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara Republik

incionesia iriomor a88oi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
L.>e.7\.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Femerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

3.

4.
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indonesia Tahun 2AA4 i.iomor i26, Tarntrahan tembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Unriang-Undang iiomor i2 Tahun 2O'r'r ientang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran iiegara Repubiik indonesia Tahun 2A1't

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234i sebagaimana teiah ciiubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A19 tentang

reruDanan Atas unGang-unoang t\omor rz [anun zuLL

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(irm'oaran Negara Repubiik incionesia Tahun 2Oi9

nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
- ^ ^\NOmOr OJyatr;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tarnbahan l-ernbaran Neqara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Unciang-Undang i.iomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

ind<rnesia Tahun 2Ai4 Nomor 244, T'atrrtrahan Lemtraran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

teiah ciiubah beberapakaii ierakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

ALas Un<iang-Undang i.iomor 23 Tahun 2A14 ieniang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
r 1 . n t An r - rr Fd 6 t 1 r ,lnoonesta lanun zvlc t\omor Dt', lamDanan LemDaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerinia.h i.iomor 43 Tahun 2Ai4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ai4 tentang Desa (i,embaran itiegara Repubiik

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 123, Tambahan Lembaran

i{egara Repubiik ind,onesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengeioiaan Keuangan Daerah ii,embaran iriegara

6.

t.

6.

9.
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Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 42, Tartbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl

tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2Ot6

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol7

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLT Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1O Tahun

2OO7 tentang Pembentukan Desa Tar{ung Kumbik Utara

Kecamatan hrlau Tiga (Iembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2OO7 Nomor 1O);

Dengan Persetujuan Bersama

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN

2OO7 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG KUMBIK

UTARA KECAMATAN PULAU TIGA.

11.

t2.

13.

DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Menetapkan :
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Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peratrrran Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 10 Tahun 2OOT tentang Pembentukan Desa

Tanjung Kumbik Utara Kecamatan hrlau Tiga (kmbaran

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OOT Nomor 1O), diubah

sebagai berilmt:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berilmt:

Pasal 3

(1) Desa Tanjung Kumbik Utara terbentuk dari

Pemekaran Desa Pulau Tiga Kecamatan Rrlau Tiga

atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan

asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

(2) Luas wilayah Desa Tanjung Kumbik Utara adalah +

211,L3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sehrmuk;

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pulau

Tiga; dan

- Sebelah Barat berbatas dengan Selading.

(3) Peta Wilayah Desa Tanjung Kumbik Utara

Kecamatan Rrlau Tiga sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang menrpakan bagian tidak

terpisahkan dari Perahrran ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Desa Tanjung Kumbik Utara berkedudukan di Kecamatan

Rrlau Tiga Barat
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Fasal Ii

Peraturan Daerah ini berlaku sejak ^r-anggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirrya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

daiam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Diundangkan di Ranai

pada tanggal A Dercr.,lkr 2$P

&SEKRETARIS 
DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O'r9 i.IOMOR46

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

KEPULAUAN RLAU i 1U ,90 / 20tg

NATUNA, '{





Lampiran ieraturan Daerah
Kabupaten Natuna
1r166s{$Tahun 20't9
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